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Pendahuluan

Masa Orde baru terjadi

dwifungsi ABRI yg otoriter→ 

Reformasi 1998 → menghapus

dwifungsi ABRI & Menegakkan

Kembali supremasi sipil → 

Revisi Undang-Undang TNI No 

3 th 2025

Latar Belakang
• Akibat revisi Undang-Undang

tersebut banyak koalisi dan 

Masyarakat sipil menilai bahwa TNI 

akan kembali dengan wajah

dwifungsi ABRI seperti di era orde

baru. 

Konsekuensi

• Adanya penempatan prajurit

yang melanggar posisi sipil yang 

tidak sesuai dengan UU & 

perluasan penempatan posisi sipil

oleh  TNI→  pelemahan pada 

supremasi sipil dan dikhawatirkan

Kembali dwifungsi ABRI

Permasalahan Praktik
Putusan Mk nomor 114/PUU-

XXIII/2025 tentang larangan

polri di kaitkan dengan posisi

sipil yang bisa di isi oleh TNI 

aktif.

Studi Kasus
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang pembatasan jabatan sipil kepolisian

juga dapat digunakan sebagai landasan untuk membatasi aktifitas TNI aktif dalam jabatan sipil?

Pertanyaan Penelitian
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Metode

Pendekatan

Metode Penelitian

Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif
yang mengacu pada penelitian hukum kepustakaan dengan meneliti hukum
dalam berbagai situasi, termasuk norma, aturan, prinsip, doktrin, teori, dan
literatur lainnya.

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statue Approach) UU
TNI, UU MK, UU POLRI, Peraturan perundang-undangan terkait.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Doktrin, Prinsip-prinsip
hukum dan pandangan-pandangan hukum.

1. Bahan hukum primer (undang-undang dan Putusan MK NO 114/PUU-
XXIII/2025)

2. Bahan hukum sekunder (buku-buku ilmiah, artikel ilmiah, jurnal hukum)
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Hasil dan Pembahasan

Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi memiliki wewenang yakni melakukan pengujian 

undang-undang baik secara materil ataupun formil. Dasar filosofis 

terkait wewenang mahkamah konstitusi berada pada prinsip keadilan 

subtantif dan prinsip good governance. Mahkamah konstitusi diberi 

kewenangan guna menafsirkan konstitusi oleh karena itu setiap putusan 

yang dihasilkan harus dapat mengakomodir prinsip konstitusional dan 

fungsi mekanisme check and balance.

Akibatnya

Putusan MK Nomor

114/PUU-XXIII/2025

Membatasi posisi sipil oleh 
kepolisian aktif karena

dinilai mellanggar
konstitusional

MAHKAMAH 

KONSTITUSI 

ADALAH 

PENJAGA 

KONSTITUSI 

ATAU THE 

GUARDIAN OF 

CONSTITUTION
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Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan

mahkamah

konstitusi bersifat

Declatoir(men

erangkan dan 

Constutif(men
ciptakan)

putusan yang di hasilkan oleh 

hakim mahkamah konstitusi 

dapat menyatakan apa yang 
menjadi hukum dan putusan 

itu bisa saja meniadakan atau 

mengelemininasi keadaan 

hukum serta juga membuat 

atau mencipatakan keadaan 
hukum baru

Putusan mahkamah konstitusi tidak dapat dianulir

dengan mengajukan upaya hukum apapun lagi

karena dalam hal ini mahkamah konstitusi lah

sebagai peradilan ditingkat pertama dan terakhir.
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UU TNI 3 2025 PUTUSAN MK 114/PUU-XXIII/2025

Lembaga negara kepolisian dan
Tentara Nasional Indonesia pada masa
sebelum reformasi menjadi satu
kesatuan dalam ketatanegraan
indoensia yakni lembaga negara ABRI

Setelah orde baru terjadi
pemisahan Lembaga negara

Terjadi pemisahan aturan
hukum yang mengikat

Lembaga negara

SAMA-SAMA TERJADI 
PERMASALAHAN PENEMPATAN 
ANGGOTA AKTIF PADA POSISI 
SIPIL.

RELEVANSI
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Hasil dan Pembahasan

Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam studi kasus putusan mahkamah konstitusi nomor 114/PUU-

XXIII/2025 ditinjau dengan Undang-Undang mahkamah konstitusi
bahwa mahkamah konstitusi melakukan judicial review hanya

membatalkan atau memutuskan sebatas bagian tertentu norma
yang diuji yakni Undang Undang kepolisian nomor 2 tahun 2002.
Meskipun mirip atau sejenis dalam hal obyek pengujian yakni
kewenangan sipil yang dilakukan oleh lembaga negara kepolisian
dan tentara namun kedua lembaga negara ini tunduk dalam
dasar hukum yang berbeda.

Akibatnya:

UU TNI 
PUTUSAN MAHKAMAH 

KONSTITUSI NOMOR 

114/PUU-XXIII/2025
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Dampak Secara Langsung

UU POLRI:

Akibat putusan Mahkamah

Konstitusi nomor 114/PUU-
XXIII/2025 norma pasal 28

ayat (3) tidak lagi memiliki

kekuatan hukum yang

mengikat, berarti MK

melarang penempatan
posisi sipil oleh POLRI aktif

yang tidak sesuai.

UU TNI:
Akibat putusan

Mahkamah Konstitusi

nomor 114/PUU-XXIII/2025

tidak bisa mengikat atau

membatasi posisi sipil yang

bisa di isi oleh TNI aktif

meskipun secara filosofis

bahwa TNI dan POLRI

pernah berpayung hukum

yang sama

Namun putusan MK tersebut masih

memiliki relevansi yang kuat.
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Dampak Atau Relevansi Putusan MK tsb.

Tidak memiliki

dampak

secara

langsung

dalam

pembatasan

posisi sipil TNI

Bisa

digunakan

sebagai

landasan

argumentasi

persidangan

uji materil UU

TNI

Melakukan uji

materil

mengenai UU

TNI kepada

Mahkamah

Konstitusi
Fakta yang telah terjadi:
Telah terjadi pelanggaran penempatan posisi
sipil yang di isi oleh TNI aktif tanpa melalui
mekanisme yang sesuai dengan UU yang
mengaturnya, selain itu lewat revisi UU itu juga
telah terjadi perluasan penempatan posisi sipil
oleh TNI.Jika mengacu pada pasal 56 Undang-Undang Mahkamah Konsitusi putusan yang 

telah dihasilkan oleh hakim mahkamah konstitusi dapat juga berimplikasi terhadap 
batalnya atau tidak berlakunya lagi suatu peraturan perundang-undangan.

Hal ini sangat bermanfaat karena:
Dalam melakukan uji materil baru mengenai hal
ini dengan menggunakan dasar hukum
argumentasi itu adalah suatu hal yang rasional
untuk dapat juga diubah bunyi norma oleh hakim
MK terkait pembatasan jabatan sipil
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KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dalam artikel ini dapat dapat disimpulkan bahwa putusan

mahkamah konstitusi nomor 114/PUU-XIII/2025 yang membatasi keterlibatan atau

penempatan jabatan sipil yang dapat di isi oleh kepolisian aktif tidak memiliki implikasi

hukum secara langsung terhadap pengaturan tentara nasional indonesia dalam hal

pembatasan jabatan sipil, hal ini dikarenakan kedua lembaga negara atau institusi

tersebut diatur secara hukum yakni perundang-undangan yang berbeda. Namun

putusan mahkamah konstitusi tersebut tetap memiliki nilai penting guna sebagai dasar

argumentasi dalam pengujian undang-undang tni yang baru yang dapat diajukan di

mahkamah konstitusi tentang pembatasan jabatan sipil yang dapat di isi.
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Temuan Penting Penelitian

Temuan penting dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada relevansi putusan mk

nomor 114/PUU-XXIII/2025 untuk dapat dijadikan dasar argumentasi menguji UU TNI yang

sekarang posisi sipil diperluas lagi dengan melakukan judicial review kepada Mahkamah

Konsitusi untuk menguji konsistensi hakim MK tentang obyek yang mirip atau serupa.

Selain itu dalam penelitian ini diketahui bahwa kehadiran mahkamah konstitusi juga lebih

dari sekedar fungsi normatif namun mahkamah konstitusi juga memiliki peran sebagai

check and balance untuk dapat menjaga nilai-nilai konstitusi. Dalam perkembangannya

kedudukan mahkamah konstitusi sangat penting karena dianggap constitutional trend

setter atau lemabaga yang bisa menetapkan arah pembaharuan hukum dan juga

demokrasi lewat tafsir tafsir konstitusional yang progresif. Putusan-putusan yang dihasilkan
oleh mahkamah konstitusi berperan penting dalam kehidupan masyrakat yang

menganut supremasi hukum karena dianggap sebagai instrumen peradaban hukum.
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Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai

sifat dan putusan mahkamah konstitusi untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah

Konstitusi yakni putusan nomor 114/PUU/-XXIII/2025 yang telah menyatakan bahwa frasa

pada pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tidak berlaku dan tidak

memiliki kekuatan hukum yang mengikat tentang pembatasan jabatan sipil juga dapat

digunakan sebagai landasan untuk membatasi aktifitas TNI aktif dalam jabatan sipil.
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